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Tesisini membahas tentang Perindungan Hukum Bagi Pihak Pemilik Tanah Dalam Kerjasama
Pembangunan Rumah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN
Plg). Permasalahan meliputi keabsahan Akta K erjasama dan PPJB yang dibuat dihadapan Notaris Dalam
Putusan Pengadilan Negeri K ota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg, Keabsahan AJB yang dibuat
PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg dan perlindungan
bagi pihak pemilik tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN
Plg. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan
pada tipe deskriptif analitis. Metode data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa akta kerjasama tersebut sah karenatelah memenuhi syarat sahnya perjanjian
sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun di sini disebutkan bahwa perjanjian tersebut
dapat dikatakan batal atau pembatalan, tetapi yang benar adalah pembatalan sgja. Aktajual beli yang
dilakukan dengan pura-pura tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan salah satu unsur pada
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu sebab yang halal. Ititkad baik yang tidak
dimliki tersebut, seharusnya menjadi alasan seorang hakim untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut,
dan seharusnya baik tergugat maupun penggugat dikembalikan seakan-akan tidak pernah terjadi jual beli
maupun kerjasama.
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This thesis discuss about Legal Protection for Landowners in Collaborative Housing Devel opment (Case
studies of Palembang City District Court Verdict Number 152/Pdt.G/2018/PN PIg). The problem includes
the validity of the Cooperation Deed and PPJB made before a Notary in the Verdict of the Palembang City
District Court Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg, the validity of AJB made by PPAT in the Verdict of the
Palembang City District Court Number 152/Pdt.G/2018/PN Pig and the protection for landownersin the
Verdict of the Palembang City District Court Number152/Pdt.G/2018/PN Plg The research method is
normative juridical research. Thistype of research isbased on analytical descriptive. The datamethod isa
qualitative method. The results of the study can be concluded that the cooperation deed is valid because it
has fulfilled the legal requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 KUHPerdata. Although it
is stated that the agreement was carried out cancellation because one of the parties could not implement the
agreement. This happens as aresult of the sale and purchase deed carried out with the pretense that contrary
to one of the elementsin Article 1320 KUHPerdata, which isalawful cause. The good intention that is not
owned, should be the reason for a judge to cancel the sale and purchase agreement, and also both the
defendant and the plaintiff should be returned asif there had never been a sale or cooperation.
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